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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 83 TAHUN 2020 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGABELAS 

TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk 

penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan 

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan 

tertentu (refocusing); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang  

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan 

Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri 

Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, 

atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai 

Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun yang pada prinsipnya 

menyatakan bahwa ketentuan teknis pemberian Gaji, 

Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas yang anggarannya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;   
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang  

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan 

Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri 

Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI, 

TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGABELAS TAHUN 2020 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolonggo. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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4. Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketigabelas adalah Gaji, Tunjangan atau 

Penghasilan Ketigabelas yang diberikan kepada Calon PNS, PNS dan Pegawai 

Lainnya Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang  Pemberian Gaji, Pensiun, 

Tunjangan, atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan  

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo 

pada tahun anggaran berkenaan. 

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah.  

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 

 

Pasal 2 

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Calon PNS, PNS dan Pegawai 

Lainnya Non PNS diberikan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas 

Tahun 2020. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang menduduki dalam jabatan yaitu : 

a. jabatan pimpinan tinggi pratama; 

b. jabatan administrator; 

c. jabatan pengawas;  

d. fungsional ahli madya;  

e. fungsional ahli muda;  

f. fungsional ahli pertama;  

g. fungsional penyelia;  

h. fungsional mahir;  

i. fungsional terampil; 

j. fungsional pemula; dan 

k. pelaksana. 
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(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang 

menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi 

pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 

(4) Pegawai Lainnya Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Tenaga Honorer pada Pemerintah Daerah yang belum dapat diangkat sebagai 

PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

    

Pasal 3 

(1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak penghasilan pada bulan Juli. 

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas. 

 

Pasal 4 

(1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :  

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; dan  

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Calon PNS, paling banyak meliputi : 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; dan 

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(3) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada Tenaga Honorer sebesar 1 (satu) kali 

penghasilan yang diterima setiap bulannya. 

 

Pasal 5 

(1) Tunjangan jabatan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

meliputi :  

a. tunjangan jabatan struktural; 

b. tunjangan jabatan fungsional; dan 

c. tunjangan jabatan fungsional umum. 
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(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

tambahan penghasilan pegawai PNS berdasarkan beban kerja dan 

pertimbangan objektif lainnya, tunjangan profesi atau tunjangan khusus 

guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, serta tunjangan atau insentif 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan dan penghasilan lain 

di luar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4. 

 

Pasal 6  

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain; dan 

b. dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah. 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

Pasal 7 

(1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas untuk Calon PNS, PNS dan 

Tenaga Honorer dibayarkan pada bulan Agustus. 

(2) Dalam hal Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada 

bulan-bulan berikutnya. 

 

Pasal 8 

Dalam hal Calon PNS, PNS dan Tenaga Honorer sekaligus sebagai Penerima Pensiun 

janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji, Pensiun, 

Tunjangan, atau Penghasilan Ketigabelas sekaligus Pensiun Ketigabelas sebagai 

Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Ketigabelas sebagai Penerima 

Tunjangan janda/duda. 

 

Pasal 9 

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketigabelas dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 10 

Pendanaan pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas bersumber 

dari APBD tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 11 

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketigabelas dilakukan pembulatan 

sebagaimana mestinya. 
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Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal  13 Agustus 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal      13 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI  

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 83 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


